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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Tanggung Jawab PT. Angkasa Pura II 

PT. Angkasa Pura II memiliki tanggung jawab atas hilangnya barang 

berharga atau barang yang berharga milik penumpang, karena saat 

dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC (Aviation Security) barang 

berharga atau barang yang berharga milik penumpang tidak ditemukan 

sehingga lolos dari pemeriksaan dan kemudian dinyatakan hilang karena 

pembobolan dan pengambilan barang berharga atau barang yang berharga 

yang ada di dalam bagasi tercatat milik penumpang yang dilakukan oknum 

porter sedangkan yang mengetahui isi dari bagasi tercatat milik penumpang 

tersebut adalah petugas AVSEC (Aviation Security) sehingga “patut diduga” 

adanya kerjasama diantara oknum porter dan oknum AVSEC (Aviation 

Security). Oleh karena itu PT. Angkasa Pura II dapat dituntut ganti rugi 

berdasarkan Pasal 1367 jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

2. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa kehilangan 

dan/atau kerusakan bagasi tercatat milik penumpang merupakan tanggung 

jawab dari maskapai penerbangan, berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jelas dinyatakan oleh Pasal 

tersebut bahwa kehilangan dan/atau kerusakan bagasi tercatat milik 

penumpang sebagai akibat dari kegiatan angkutan udara merupakan 

tanggung jawab dari pengangkut dalam hal ini adalah maskapai 

penerbangan. Bila maskapai penerbangan tidak mau mengganti kerugian 

yang telah dialami penumpang dan adanya kerugian yang dialami oleh 

penumpang merupakan akibat dari kesalahan pegawai/petugas dari 

maskapai penerbangan maka maskapai penerbangan dapat dituntut 

berdasarkan Pasal 1366 jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/petugas 

maskapai penerbangan telah memenuhi unsur untuk dapat di tuntut ganti rugi 

berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Terpenuhinya semua unsur yang telah disyaratkan oleh Pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, maka maskapai penerbangan dapat 

dituntut ganti rugi, karena kelalaian dan kurang hati-hatinya mengakibatkan 

hilang, musnah atau rusaknya bagasi milik penumpang berdasarkan Pasal 

1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap hilangnya barang 

berharga atau barang yang berharga milik penumpang memang dibatasi oleh 

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 

tentang Tanggung jawab pengangkut angkutan udara namun Pasal 144 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maskapai 
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penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh 

penumpang bila bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak. Seharusnya 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak boleh bertolak belakang 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

Sehingga kehilangan barang berharga atau barang yang berharga milik 

penumpang tetap menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan. Oleh 

karena itu korban dapat menuntut perusahaan penerbangan berdasarkan 

Pasal 1367 jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki 

hubungan kerja dengan perusahaan merupakan tanggung jawab 

perusahaan. 

3. Upaya Penanggulangan PT. Angkasa Pura II 

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II 

adalah dengan menambah pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) di 

area-area yang dicurigai sering dijadikan tempat pengrusakan bagasi tercatat 

milik penumpang diantaranya pada make up area. Karena tugas dari PT. 

Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara adalah menyediakan fasilitas 

bandara dan menjaga keamanan bandara demi menjamin kenyamanan 

pengguna jasa angkutan udara. Selain itu, pemberian sanksi juga diterapkan 

oleh PT. Angkasa Pura II terhadap petugas yang terbukti bersalah atas 

kerugian yang dialami oleh penumpang, tergantung dari tingkat kesalahan 

yang dilakukan oleh petugas terkait. 
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4. Upaya Penanggulangan Maskapai Penerbangan 

Upaya penanggulangan yang dilakukan maskapai penerbangan 

adalah dengan memperketat pemeriksaan barang bawaan oleh petugas di 

beberapa area pemeriksaan, seperti pada check-in counter barang bawaan 

milik penumpang dilakukan pengecekkan terhadap kerusakan, kemasan dan 

isi dari barang bawaan penumpang, pada make up area dilakukan 

pemeriksaan ulang, agar tidak terselip di bagasi tercatat milik penumpang 

barang berharga milik penumpang dan pada saat memasuki area bagasi 

pesawat pun dilakukan pengecekkan lagi untuk menyesuaikan data yang ada 

di check-in counter dan data yang ada di area bagasi pesawat. Maskapai 

penerbangan juga memberikan sanksi terhadap petugas yang terbukti telah 

melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh 

penumpang. 

B. SARAN 

1. Tanggung Jawab PT. Angkasa Pura II 

Diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai tanggung 

jawab PT. Angkasa Pura II dalam hal proses pemeriksaan bagasi tercatat 

milik penumpang. Petugas AVSEC (Aviation Security) harus lebih aktif dalam 

memberikan informasi mengenai tidak diperbolehkannya menyimpan barang 

berharga atau barang yang berharga di dalam bagasi tercatat, selain itu 

petugas AVSEC (Aviation Security) harus lebih teliti saat melakukan 

pemeriksaan bagasi milik penumpang, karena merupakan tanggung jawab 

dari PT. Angkasa Pura II dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan 

pengguna bandara. 
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2. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan 

Maskapai penerbangan harus memberikan pertanggungjawaban bila 

terjadi kasus kehilangan atau kerusakan bagasi milik penumpang. Maskapai 

penerbangan memang sudah seharusnya menjalankan ketentuan yang ada 

di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbangan 

tanpa harus dilakukannya gugatan ke pengadilan bila terjadi kerugian yang 

dialami oleh penumpang. 

Penumpang merupakan pihak yang harus benar-benar mendapatkan 

perlindungan sebagai pengguna jasa angkutan udara sehingga bila 

mengalami kerugian, maka maskapai penerbangan harus mengganti 

kerugian tersebut. Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur sangat diperlukan, 

karena dalam doktrin ini dijelaskan bahwa pihak korban dalam kasus 

kehilangan dan/atau kerusakan bagasi tercatat yaitu penumpang, tidak perlu 

membuktikan adanya kesalahan dari pelaku, tetapi cukup menunjukan akibat 

dari kesalahan tersebut. Karena kedudukan maskapai penerbangan dan 

penumpang itu tidak seimbang. Maskapai penerbangan menguasai teknologi 

penerbangan sedangkan penumpang tidak menguasainya. 

3. Upaya Penanggulangan PT. Angkasa Pura II 

Sebaiknya PT. Angkasa Pura II menambah petugas/pegawainya guna 

mengawasi area-area yang telah dicurigai sebagai tempat terjadinya 

pembobolan bagasi milik penumpang, dari check in counter, make up area 

dan bagasi pesawat karena area tersebut merupakan area terpisahnya 
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penumpang dengan bagasinya. Petugas AVSEC (Aviation Security) harus 

lebih diawasi oleh PT. Angkasa Pura II agar tidak mempunyai celah untuk 

melakukan kerjasama dengan oknum porter. PT. Angkasa Pura II harus 

memperketat dan lebih selektif dalam hal perekrutan petugas/pegawai 

AVSEC (Aviation Security), agar petugas/pegawai yang bertugas merupakan 

orang-orang yang dapat dipercaya. Seleksi terhadap orang yang akan 

bekerja sebagai petugas dari PT. Angkasa Pura II harus menjalani tes 

psikologi terlebih dahulu, agar dapat terlihat mana orang-orang yang jujur dan 

dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Pengangkutan bagasi milik 

penumpang harus dilakukan secara transparan dan tidak terkesan tertutup, 

tembok-tembok yang menghalangi berjalannya proses pengangkutan bagasi 

harus diganti dengan kaca-kaca yang dapat terlihat oleh penumpang. CCTV 

(Closed Circuit Television) sebagai fasilitas yang diberikan oleh PT. Angkasa 

Pura II harus secara live (langsung) mengawasi pengangkutan bagasi milik 

penumpang, dan tayangan dari CCTV (Circuit Television) tersebut harus 

dapat disaksikan oleh penumpang pada saat penumpang menunggu di ruang 

tunggu sebelum keberangkatan, agar penumpang dapat melihat sendiri 

tahap-tahap pengangkutan bagasi miliknya sampai dengan masuk ke bagasi 

pesawat. 

4. Upaya Penanggulangan Maskapai Penerbangan 

Maskapai Penerbangan dalam hal upaya penanggulangan, harus lebih 

memperketat proses pemeriksaan bagasi milik penumpang, selain itu 
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pemeriksaan dan pengawasan terhadap porter pun harus lebih ditingkatkan, 

agar oknum porter tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembobolan 

tersebut. Maskapai penerbangan harus lebih tanggap dalam menangani 

kasus kehilangan dan/atau kerusakan bagasi yang dialami penumpang, 

karena sebagai pengguna jasa angkutan udara, penumpang harus dilindungi 

hak nya oleh maskapai penerbangan karena bila terjadi pelanggaran hak 

penumpang maka maskapai penerbangan dapat dituntut secara perdata. 

Pada umumnya penumpang tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkan 

nya menyimpan barang berharga atau barang yang berharga miliknya 

sehingga sosialisasi terhadap ketentuan tidak diperbolehkannya menyimpan 

barang berharga atau barang yang berharga di dalam bagasi tercatat harus 

lebih ditingkatkan lagi. Selain itu pada area-area seperti make up area dan 

pada area bagasi pesawat harus diawasi oleh petugas AVSEC (Aviation 

Security) yang diberi kewenangan untuk mengawasi proses pengangkutan 

bagasi milik penumpang dari check in counter menuju bagasi pesawat. 

Perlunya penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, 

terutama pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengangkut 

dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga 

atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dalam bagasi 

tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (check-in), penumpang 

telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat 
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barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk 

mengangkutnya. Pada Pasal ini tidak dijelaskan kehilangan yang disebabkan 

oleh apa yang dapat membebaskan maskapai penerbangan dari tuntutan 

ganti rugi, sehingga Pasal ini tidak menjelaskan sebab dari suatu akibat, 

penyebab dari hilangnya barang berharga atau barang yang berharga 

tersebut tidak dijelaskan, sehingga tidak tercapainya kepastian hukum untuk 

melindungi hak-hak dari penumpang yang mengalami kerugian tersebut, 

selain itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara bertolak belakang dengan 

ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Perhubungan terkait yaitu 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang 

menyatakan bahwa maskapai penerbangan bertanggung jawab atas 

kerugian yang dialami penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah 

atau rusak, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab 

Pengangkut Angkutan Udara harus disempurnakan. Pasal tersebut harus 

menjelaskan secara terperinci mengenai penyebab hilangnya barang 

berharga atau barang yang berharga milik penumpang tersebut dan 

sebaiknya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan. 
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